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ABSTRAK 

Penelitian ini membahas tinjauan sosiologi hukum terhadap perkara 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman selama periode 2020-2022. 

Dispensasi nikah merupakan izin khusus yang diberikan pengadilan kepada 

pasangan yang belum memenuhi batas usia minimal pernikahan sesuai Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019, yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. 

Fenomena pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman menarik 

perhatian karena jumlah kasusnya yang konsisten tinggi dibandingkan wilayah 

lain di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini menyoroti pentingnya peran lembaga 

peradilan dalam menangani kasus pernikahan dini dan memastikan perlindungan 

hak anak serta perempuan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peta pengajuan dispensasi 

nikah, mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta 

menganalisis pertimbangan hakim dalam menetapkan atau menolak permohonan 

dispensasi tersebut dari perspektif sosiologi hukum. Pendekatan yang digunakan 

adalah yuridis empiris dengan metode deskriptif-analitis. Data penelitian 

dikumpulkan melalui wawancara dengan hakim dan pihak terkait, studi dokumen 

putusan pengadilan, serta observasi lapangan. Analisis dilakukan dengan 

menggunakan teori sosiologi hukum untuk memahami keterkaitan antara norma 

hukum dan realitas sosial. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman memiliki 

tren fluktuatif dalam jumlah pengajuan dispensasi nikah selama periode 2020–

2022, dengan jumlah tertinggi pada tahun 2020 sebanyak 277 perkara. Faktor 

agama, disfungsi keluarga, pendidikan, media sosial serta kondisi sosial setempat 

menjadi pendorong utama pengajuan dispensasi nikah. Hakim memberikan 

dispensasi dengan mempertimbangkan kematangan emosional dan kesiapan 

ekonomi calon pasangan, serta perlindungan hak anak yang berpotensi terancam. 

Berdasarkan teori sosiologi hukum yang memandang hukum sebagai alat rekayasa 

sosial (law as a tool of social engineering) oleh Roscoe Pound, keputusan hakim 

tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan normatif, tetapi juga 

bertujuan menjaga keseimbangan sosial dan memitigasi dampak negatif 

pernikahan dini. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami praktik dispensasi 

nikah, serta menjadi acuan bagi pengadilan dan pembuat kebijakan dalam 

menyikapi pernikahan usia dini secara bijaksana. 

Keywords: Dispensasi Nikah, Sosiologi Hukum, Pengadilan Agama Sleman, 

Tahun 2020-2022. 
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ABSTRACT 

This study examines the sociological legal perspective on marriage 

dispensation cases at the Sleman Religious Court during the 2020-2022 period. A 

marriage dispensation is a special permit granted by the court to couples who have 

not met the minimum marriage age requirement as stipulated in Law Number 16 

of 2019, which sets the minimum age at 19 for both men and women. The 

phenomenon of marriage dispensation applications at the Sleman Religious Court 

has garnered attention due to the consistently high number of cases compared to 

other regions in the Special Region of Yogyakarta. This highlights the crucial role 

of the judiciary in addressing early marriage cases and ensuring the protection of 

children's and women's rights. 

This study aims to describe the landscape of marriage dispensation 

applications, identify the underlying factors, and analyze the judges' 

considerations in granting or rejecting these applications from a sociological legal 

perspective. The approach employed is juridical-empirical with a descriptive-

analytical method. Research data were collected through interviews with judges 

and relevant parties, document studies of court decisions, and field observations. 

The analysis was conducted using sociological legal theory to understand the 

relationship between legal norms and social realities. 

The research findings indicate that the Sleman Religious Court 

experienced a fluctuating trend in marriage dispensation applications during the 

2020–2022 period, with the highest number recorded in 2020, totaling 277 cases. 

Religious factors, family dysfunction, education, social media, and local social 

condtitions are the main drivers of marriage dispensation applications. Judges 

granted dispensations by considering the emotional maturity and financial 

readiness of the prospective couples, as well as the protection of children's rights 

that might be at risk. Based on Roscoe Pound's sociological legal theory, which 

views law as a tool of social engineering, judicial decisions were not solely 

oriented toward compliance with normative regulations but also aimed at 

maintaining social balance and mitigating the negative impacts of early marriage. 

This research is expected to contribute to the development of legal studies, 

particularly in understanding the practice of marriage dispensations, and to serve 

as a reference for courts and policymakers in addressing early marriage cases 

wisely. 

Keywords: Marriage Dispensation, Sociology of Law, Sleman Religious Court, 

2020-2022. 
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MOTTO 

 

“Lebih baik lelah karena berjuang dari pada lelah karena tidak 

beruang. Berjuanglah hingga orang lain menganggap hasilmu 

adalah warisan” 

 
 اِجْهَدْ وَ لاَ تَكْسَلْ وَ لاَ تَكُ غَافِلًا فَ نَدَامَةُ العُقْبََْ لِمَنْ يَ تَكاَسَلُ 
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A. Konsonan Tunggal  

Huruf 

Arab  

Nama  Huruf Latin  Nama  

  Alif  tidak dilambangkan   tidak dilambangkan ا 

 ba‘  B be ب 

 Ta‘ T  te ت 

  Ṡa‘ Ṡ  es (dengan titik diatas) ث 

 Jīm  J je ج 

 Ḥa‘  Ḥ  ha(dengan titik dibawah) ح 

 Kha‘  Kh   ka dan ha خ 

 Dal  D  de د 

  Zal  Ż   ze (dengan titik diatas) ذ 

 Ra‘  R  er ر 

 Zai Z  zet ز 

 Sin  S  es س 

 Syin  Sy   es dan ye ش 



 

x 

 

 Ṣad  ṣ  es (dengan titik dibawah) ص 

  Ḍad  Ḍ   de (dengan titik dibawah) ض 

  Ṭa‘  Ṭ   te (dengan titik dibawah) ط 

  Ẓa‘  Ẓ  zet (dengan titik dibawah) ظ 

   Ain  ‗  Koma terbalik di atas‗ ع 

 Gain  G   ge غ 

 Fā‘  F   ef ف 

 Qaf  Q   qi ق 

 Kāf  K   ka ك 

 Lam  L  ‗el ل 

 Mim  M   ‗em م 

 Nun  N  ‗en ن 

 Waw W  w و 

 Ha‘  H  ha ه 

  Hamzah  ‗   apostrof ء 

 Ya‘  Y ye ي 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap  

 ditulis  Sunnah سنة

  ditulis  ‗illah علة



 

xi 

 

C. Ta’ Marbūṭah di akhir kata  

a. Bila dimatikan tulis dengan h  

 ditulis  Al-Mā‟idah المائده 

 ditulis  Islāmiyyah إسلامية 

 

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya)  

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka 

ditulis dengan h  

 ditulis Muqāranah al-Ma مقارنة المذاىب

ẓāhib 

 

D. Vokal Pendek  

1. ----  َ ---- fatḥah  ditulis a  

2. ----  َ ---- kasrah  ditulis  i  

3. ----  َ ---- ḍammah  ditulis  u  

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif ditulis ā 

 ditulis Istiḥsān إستحسان 

2. Fatḥah + ya‘ mati ditulis ā 
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 ditulis Unṡā أنثى 

3. Kasrah + yā‘ mati ditulis ī 

 ditulis al-„Ālwānī انعهوانً 

4. Ḍammah + wāwu mati ditulis û 

 ditulis „Ulûm عهوو 

 

F. Vokal rangkap  

1. Fatḥah + ya‘ mati  

 غيرهى

ditulis  

ditulis  

ai  

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati  

 قول

ditulis  

ditulis  

au  

Qaul  

 

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan 

apostrof 

 ditulis  a‟antum أأنتى

 ditulis  u‟iddat أعدت

 ditulis  la‟in syakartum لإن شكرتى

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

  ditulis  Al-Qur‟an انقرآن

  ditulis  al-Qiyas انقياس
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b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis  ar-Risālah انرسانة

 ‟ditulis  an-Nisā اننساء

 

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis  Ahl ar-Ra‟yi أهم انرأي

 ditulis Ahl as-Sunnah أهم انسنة
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Usia pernikahan harus diperhatikan dengan saksama karena merupakan faktor 

krusial dalam menentukan keberhasilan sebuah pernikahan. Hal ini 

dikarenakan perkembangan mental dan fisik dipengaruhi oleh usia. Meskipun 

tidak ada aturan eksplisit dalam hukum Islam yang mengatur usia minimum 

untuk menikah, mencapai pubertas dianggap sebagai prasyarat krusial. 

شباب ليس لنا شيء فقال : يا معشر الشباب,  من  صلى الله عليه وسلمقال عبدالله كناّ مع رسول لله  

استطاع منكم البا ئة فليتزوج, فانو اغض البصر و احصن للفرج ومن لم يستطع فعليو 

1بالصوم فإنو لو وجاء  

 Terkait usia minimal untuk menikah, peraturan perundang-undangan 

di Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan. Usia minimal untuk 

menikah pada awalnya ditetapkan sebesar 16 tahun untuk perempuan dan 19 

tahun untuk laki-laki melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Usia minimal untuk perempuan untuk menikah ditingkatkan 

menjadi 19 tahun setelah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 disahkan, 

yang menyamai usia minimal untuk laki-laki. Perubahan ini menunjukkan 

adanya upaya untuk memajukan kesetaraan gender dan meningkatkan hak-

                                                 
1
 Muhammad Ad-Dārimi, Sunan Ad-Dārimi (Beirut: Dar al-fikr, 2005). 
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hak perempuan dalam perkawinan. Tujuan dari usia minimal ini adalah untuk 

menjamin bahwa individu yang menikah cukup dewasa secara intelektual dan 

fisik untuk memenuhi kewajiban perkawinannya. Dalam upaya untuk 

menghentikan dan mengurangi praktik perkawinan anak, pemerintah 

Indonesia juga telah memperbarui peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan usia minimal untuk menikah. Pemerintah telah 

meningkatkan usia minimal untuk menikah guna menjaga hak-hak anak dan 

melindungi mereka dari bahaya perkawinan anak. Banyak pasangan yang 

harus mengajukan permohonan dispensasi perkawinan ke pengadilan agama 

jika mereka ingin menikah tetapi tidak memenuhi kriteria usia minimal. 

Sebelum mengajukan permohonan dispensasi menikah, mereka yang tidak 

memenuhi standar usia menikah dari KUA, tidak akan diberikan izin 

menikah.  

 Kejadian ini dapat dilihat di Pengadilan Agama Sleman, di antara 

tempat-tempat lain di Indonesia. Dispensasi nikah adalah kewenangan yang 

dikeluarkan pengadilan yang mengizinkan penyatuan antara dua orang yang 

seharusnya belum cukup umur. Untuk anak di bawah umur, orang tua atau 

wali dari pasangan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah harus 

mengajukan permohonan. Sebelum mengajukan permohonan dispensasi 

nikah ke Pengadilan Agama, pasangan harus mendapatkan persetujuan dari 

orang tua atau wali mereka.
2
 

                                                 
2
 Mujahid Assagaf, Pertimbangan Hakim Pada Perkara Dispensasi Nikah Di Lingkungan 

Pengadilan Agama Tutuyan Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 3, no. 1 (2023), hlm.  36.  
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 Sejumlah variabel, termasuk budaya, agama, kehamilan di luar nikah, 

ekonomi, dan sikap budaya, sering memengaruhi permohonan dispensasi 

pernikahan. Mengenai usia yang tepat untuk menikah, individu sering kali 

memiliki pendapat yang berbeda dan mematuhi standar sosial dan budaya 

yang berbeda yang mungkin tidak selalu sejalan dengan peraturan hukum 

yang relevan. Oleh karena itu, saat mengevaluasi permohonan dispensasi 

pernikahan, hakim harus mempertimbangkan sejumlah faktor, termasuk 

faktor sosial. 

 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kewenangan kepada 

Pengadilan Agama Sleman untuk memberikan surat izin menikah. 

Kewenangan ini semakin memperkuat fungsi Pengadilan Agama Sleman 

sebagai pengadilan yang berwenang mengatur dan mengawasi jalannya 

perkawinan yang berada dalam lingkup kewenangannya. Berdasarkan hasil 

pendahuluan, di Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Agama Sleman 

menangani perkara dispensasi nikah terbanyak. Hal ini menunjukkan betapa 

pentingnya peran lembaga ini dalam menyelesaikan perkara perkawinan dini 

dan menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Adapun jumlah 

perkara dispensasi nikah yang ditangani oleh Pengadilan Agama di Daerah 

Istimewa Yogyakarta dapat dilihat pada grafik di bawah ini.:
3
 

 

                                                 
3

Https://Pusatdata.Badilag.Net/Perkara/JenisPerkara/Perkara_persatker_detail/362/45/202

0-2022, diakses pada 17 Juli 2024.  
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Tabel 1.1 Rekapitulasi Perkara Dispensasi Nikah di Wilayah Provinsi DIY 

Tahun 2020 

 

 Pada tahun 2020, Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah perkara 

tertinggi dengan 277 kasus, diikuti oleh Pengadilan Agama Wonosari dengan 

241 kasus, dan Pengadilan Agama Bantul dengan 238 kasus. Sementara itu, 

Pengadilan Agama Wates dan Yogyakarta memiliki jumlah perkara yang 

lebih rendah, yaitu 119 dan 72 kasus. Pengamatan tersebut mengindikasikan 

bahwa Pengadilan Agama Sleman, Wonosari, dan Bantul memiliki tingkat 

kerumitan dan volume kasus yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

pengadilan agama lainnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

 

 

 

 

 

 

 

No. 
Pengadilan 

Agama 

Sisa 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

Masuk 
Total 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

Diputus 
Sisa 

1 PA Bantul 8 238 246 5 241 0 

2 PA Sleman 10 277 287 9 278 0 

3 PA Wates 0 119 119 3 116 0 

4 PA Wonosari 6 241 247 7 239 0 

5 PA Yogyakarta 5 72 77 3 73 0 

Total 29 947 976 27 947 0 
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Tabel 1.2 Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Nikah di DIY Tahun 2021 

 Tahun 2021 Pengadilan Agama Sleman mengalami penurunan dengan 

jumlah perkara yang masuk berjumlah 233. Begitu pula dengan Pengadilan 

Agama lainnya mengalami penurunan, yakni Pengadilan Agama Wonosari 

berjumlah 218 perkara, kemudian Pengadilan Agama Bantul berjumlah 162 

perkara, Pengadilan Agama Wates 80 perkara, dan Pengadilan Agama 

Yogyakarta berjumlah 64 perkara.  

Tabel 1.3 Rekapitulasi Data Perkara Dispensasi Nikah di DIY Tahun 2022 

 

No. 
Pengadilan 

Agama 

Sisa 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

Masuk 
Total 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

Diputus 
Sisa 

1 PA Bantul 0 162 162 9 153 0 

2 PA Sleman 0 233 233 2 231 0 

3 PA Wates 0 80 80 2 78 0 

4 PA Wonosari 1 218 219 10 207 0 

5 PA Yogyakarta 1 64 65 2 63 0 

Total 2 757 759 25 732 0 

No. 
Pengadilan 

Agama 

Sisa 

Tahun 

Lalu 

Perkara 

Masuk 
Total 

Perkara 

Dicabut 

Perkara 

Diputus 
Sisa 

1 PA Bantul 0 154 154 11 143 0 

2 PA Sleman 0 254 254 10 244 0 

3 PA Wates 0 54 54 1 53 0 

4 PA Wonosari 2 171 173 6 167 0 

5 PA Yogyakarta 0 56 56 1 55 0 

Total 2 689 691 29 662 0 
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 Pada tahun 2022 Pengadilan Agama Sleman mengalami kenaikan 

kembali dengan jumlah 254 perkara setelah adanya penurunan di tahun 2021.  

Pengadilan Agama lainnya mengalami penurunan jumlah perkara dispensasi 

nikah yaitu Pengadilan Agama Wonosari 171 perkara, Pengadilan Agama 

Bantul 154 perkara, Pengadilan Agama Yogyakarta 56 perkara dan 

Pengadilan Agama Wates dengan 54 perkara. Untuk memperjelas analisis, 

berikut adalah grafik yang menggambarkan perkara dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. : 

Gambar 1: Grafik Tren Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Wilayah 

D.I.Y. Tahun 2020-2022 

 

 

 Terlihat dari grafik di atas bahwa Pengadilan Agama sleman 

mendominasi jumlah perkara dispensasi tertinggi di setiap tahunnya. Uniknya 

dalam tiga tahun terakhir semua Peradilan Agama di bawah Peradilan Tinggi 

Agama Yogyakarta ini mengalami penurunan jumlah perkara di setiap 
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tahunnya. Satu-satunya yang mengalami kenaikan kembali yaitu hanya terjadi 

di Pengadilan Agama Sleman yaitu pada tahun 2021 ke 2022. 

 Data periode 2020-2022 menunjukkan bahwa Pengadilan Agama 

Sleman memiliki jumlah pengajuan dispensasi nikah yang signifikan, yang 

berdampak pada posisinya sebagai pengadilan agama dengan perkara 

dispensasi nikah terbanyak di DIY. Meskipun terdapat penurunan angka dari 

tahun 2020 ke tahun 2021, angka tersebut tetap menjadi angka tertinggi di 

provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Beberapa faktor yang mempengaruhi 

pada pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman meliputi 

faktor agama, kehamilan di luar nikah, keluarga, tingkat pendidikan, kondisi 

ekonomi, dan nilai-nilai budaya setempat. 

 Ketertarikan penulis untuk memahami fenomena tersebut lebih 

mendalam melahirkan penelitian ini dengan judul "Tinjauan Sosiologi 

Hukum terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Sleman Tahun 2020-2022". 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana peta permohonan dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman 

yang meliputi permohonan yang diterima dan yang ditolak? 

2. Apa saja yang menjadi faktor terjadinya dispensasi nikah di               

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020-2022? 

3. Bagaimana tinjauan sosiologi hukum terhadap faktor-faktor pemberian 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman tahun 2020-2022? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menjelaskan secara umum keadaan yang melatarbelakangi permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. 

2. Menentukan unsur-unsur yang mempengaruhi permohonan dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Sleman. 

3. Dari sudut pandang sosiologi hukum, menganalisis faktor-faktor pemberian 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022.  

 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat Ilmiah: Diharapkan penelitian ini dapat memajukan ilmu hukum, 

khususnya di bidang perkara dispensasi perkawinan. Lebih jauh lagi, 

penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi untuk 

penelitian di masa mendatang. 

2.  Manfaat Berguna: Penelitian ini memberikan teori tambahan dan informasi 

yang relevan bagi para hakim yang menangani perkara mengenai 

permohonan dispensasi perkawinan. Sebagai salah satu sumber referensi, 

penelitian ini juga dapat memenuhi kebutuhan akan informasi terkini dan 

benar. 

 

E. Telaah Pustaka 

 Meskipun dispensasi perkawinan telah menjadi fokus penelitian dalam 

sejumlah karya ilmiah terdahulu, termasuk tesis, disertasi, jurnal, dan karya 
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ilmiah lainnya, "Tinjauan Sosiologi Hukum Perkara Dispensasi Perkawinan 

di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2022" menjadi fokus khusus 

penelitian ini. Hal ini menunjukkan orisinalitas dan keluasan analisis yang 

digunakan dalam karya ini. Temuan tinjauan pustaka menunjukkan bahwa isu 

penelitian ini menjadi subjek dari beberapa penelitian. Ada empat kategori 

yang dapat dibagi menjadi penelitian ini:: 

1. Batas Usia Nikah 

Usia minimum untuk menikah merupakan komponen penting 

dalam undang-undang perkawinan di banyak negara, termasuk Indonesia. 

Usia minimum untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita, 

sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Selain untuk memastikan calon pengantin siap secara 

emosional dan fisik, batasan usia ini juga berfungsi untuk melindungi 

hak-hak anak. serta mengurangi dampak sosial dan kesehatan yang 

negatif dari pernikahan dini. Pembatasan usia untuk menikah menjadi 

subjek dari tujuh penelitian. terdiri dari penelitian dari Judiasih
4

, 

Muqaffi
5
, Hidayatulloh

6
, Sigit

7
 Habibah

8
, Muhajir

9
, dan Zulkifli

10
. 

                                                 
4
Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S Dajaan, dan Bambang Daru Nugroho, Kontrasdiksi 

antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, 

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad 3, no. 2 (2020), hlm. 203-222. 

 
5
Ahmad Muqaffi, Rusdiyah, dan Diana Rahmi, Menilik Problematika Dispensasi Nikah 

dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan, Journal of Islamic and 

Law Studies 5, no. 3 (2021), hlm. 361-377. 

 
6
Haris Hidayatulloh, Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam, Jurnal 

Hukum Keluarga Islam 5, no. 1 (2020), hlm. 34-61. 
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2. Dispensasi Nikah 

 Sementara penelitian yang membahas tentang dispensasi nikah 

menggunakan berbagai perspektif seperti perspektif hukum Islam, hukum 

positif (normatif yuridis dan sosiologis), dan gender. Begitu pula 

penelitian yang membahas tentang anak di luar nikah menggunakan 

perspektif hukum Islam, hukum normatif dan sosiologis perspektif. 

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan beragam, mulai dari 

tinjauan pustaka, kajian lapangan, peraturan perundang-undangan dan 

analisis putusan. Adapun penelitian yang membahas tentang dispensasi 

nikah berjumlah lima yaitu Rifqi
11

, Setiasih
12

, Sebyar
13

, Khumaeni
14

 dan 

                                                                                                                                      
7
Sigit Putra Angga Pranata, Studi Tentang Perubahan Batas Usia Dalam Perkawinan 

(Perspektif Teori Maṣlaḥah Sa‘īd Ramaḍān Al-Būṭi) Tesis Universitas Islam Malang, (2020). 

 
8
Umi Habibah, Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Permohonan Dispensasi 

Nikah di Bawah Umur, El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam 4, no. 3 (26 Oktober 

2022), hlm. 646-661. 

 
9
Muhajir, Prosedur dan Penyelesaian Dispensasi Nikah di Bawah Umur di Pengadilan 

Agama, Jurnal Studi Islam 6, no. 2 (2019), hlm. 133-150. 

 
10

Suhaila Zukifli, Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin (Dispensasi) Nikah Bagi 

Anak Dibawah Umur, JURNAL HUKUM KAIDAH Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan 

Masyarakat 18, no. 2 (2019), hlm. 1–10. 

 
11

Muhammad Jazil Rifqi, ―Analisis Utilitarianisme Terhadap Dispensasi Nikah Pada 

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam 10, 

no. 2 (7 Januari 2018), hlm. 156-163.  

 
12

Widihartati Setiasih, Analisis Putusan Dispensasi Nikah di bawah Umur dalam 

Perspektif Perlindungan Perempuan, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

UNSIQ 4, no. 3 (30 September 2017), hlm. 235-245. 

 
13

Muhamad Hasan Sebyar, Faktor-Faktor Penyebab Permohonan Dispensasi Kawin Di 

Pengadilan Agama Panyabungan 5, No. 1 (2022)., Syariah : Jurnal Indonesia Komparasi Hukum, 

Vol. 5, No. 5, hlm. 12.  

 
14

Khumaeni, Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Perkara Permohonan Dispensasi 

Nikah Di Pengadilan Agama Palop Tesis Institut Agama Islam  Negeri Palopo, (2020). 
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Ilham
15

. Secara spesifik yang meneliti di Pengadilan Agama (PA) 

Sleman juga masih belum ditemukan. Oleh sebab itu pula, menurut 

hemat peneliti, perlu adanya penelitian yang berkaitan dengan dua topik 

tersebut sekaligus. 

3. Pernikahan Dini 

Pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan 

oleh individu yang belum mencapai usia minimal yang ditetapkan oleh 

hukum atau norma sosial untuk menikah. Pernikahan di bawah usia 

masih merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, karena masih 

banyak kasus pernikahan dini yang terjadi di negara ini. Menurut Ilham
16

 

fenomena ini menarik perhatian karena implikasinya yang luas terhadap 

aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial. Selain itu ada juga 

yang meneliti pernikahan dini dari berbagai aspek diantaranya penelitian 

Nur
17

 Adella
18

 dan Wilda.
19

  

                                                 
15

Muhammad Ilham, Penetapan Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama 

Perspektif Sosiologis (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cilacap Tahun 2019-2021) (Yogyakarta, 

Universitas Islam Indonesia, 2022). 

 
16

 Ilham Adriyusa, Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Kecamatan Gajah Putih Kabupaten 

Bener Meriah) (UIN Ar-Rainry Darussalam-Banda Aceh, 2021). 

 
17

 Nur Rohmah Mutiah, Ishmatul Zulfa, and Widodo Hami, Analisis Penyebab Dan 

Dampak Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Rejosari, Kecamatan Bojong), Misykat Al-Anwar 

Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 7, no. 1 (2024), hlm.  32. 

 
18

 Adella Ayu Pangestika, Nabila Luthfiyatun Nisa, and Widodo Hami, Pernikahan Dini 

Dalam Persektif Agama Islam : Sisi Positif Dan Negatif", Jurnal Al-Usroh. Vol. 4, no. 02 (2024), 

hlm. 215–34. 

 
19

 Wilda Rahma Nasution, Pernikahan Usia Dini Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum 

Positif, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial 9, no. 2 (2023), 

hlm. 263–76. 
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Pernikahan dini didefinisikan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai perkawinan yang dilakukan 

oleh seseorang yang berusia di bawah 19 tahun. Di Indonesia, pernikahan 

dini masih harus ditangani, khususnya oleh negara dan masyarakat.  

4. Tinjauan Sosiologi Hukum 

 Sosiologi hukum adalah salah satu cabang ilmu sosiologi yang 

secara khusus mempelajari hukum dalam konteks sosial, dengan fokus 

pada interaksi antara hukum dan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya 

melihat hukum sebagai sistem normatif, tetapi juga sebagai produk dan 

bagian dari dinamika masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni
20

 

memaparkan munculnya kontroversi yang terjadi di masyarakat yaitu 

mengenai pernikahan di bawah umur. Sosiologi hukum berusaha 

memahami praktik-praktik masyarakat dalam kaitannya dengan aturan 

normatif, tetapi tidak berfokus pada menilai kesesuaian antara praktik 

dan norma yang berlaku. Sebaliknya, sosiologi hukum bertujuan untuk 

menyediakan kerangka konseptual dan analitis yang memungkinkan 

pemahaman yang lebih mendalam dan komprehensif terhadap fenomena 

hukum dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum juga digunakan 

dengan peneliti lainnya diantaranya adalah Irpan
21

 Putri
22

 Khaidarulloh.
23

 

                                                 
20

 Yuni Lathifah, Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum, Jurnal 

Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 9, no. 1 (2021) hlm. 113.  

 
21

 M. Irpan Zidni, Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Tingginya Angka Perceraian Di 

Pengadilan Agama Sumber Kabupaten Cirebon (2016-2019) (Universitas Sunan Kalijaga 

Yogyakarta, 2020). 
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F. Kerangka Teoritik 

1. Pengertian Sosiologi Hukum 

 Istilah sosiologi hukum merupakan gabungan dari dua disiplin 

ilmu, yaitu sosiologi dan hukum. Sosiologi, menurut Emil Durkheim, 

dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari fenomena sosial, 

termasuk kekuatan dan struktur sosial yang memengaruhi perilaku 

individu.
24

 C.J.M. Schuyt menegaskan bahwa salah satu tugas utama 

sosiologi hukum adalah menganalisis dan menjelaskan penyebab-

penyebab ketimpangan antara harapan-harapan hukum dan kenyataan 

sosial yang terjadi. Tugas ini membantu memahami mengapa terdapat 

perbedaan antara aturan hukum yang dirancang dan penerapannya dalam 

kehidupan masyarakat.
25

 

 Berikut adalah beberapa definisi sosiologi hukum menurut para 

ahli: 

1. Sosiologi hukum, menurut Soerjono Soekanto, adalah bidang studi 

yang mengkaji hubungan timbal balik antara hukum dengan fenomena 

sosial lainnya baik secara teoritis maupun empiris. 

                                                                                                                                      
22

 Putri Alviani Ade Umami, Analisis Sosiologis Terhadap Dampak Perkawinan Akibat 

Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Di Kabupaten Madiun (IAIN 

Ponorogo, 2018). 

 
23

 Khaidarulloh, Analisis Sosiologi Hukum Atas Polemik Dan Dampak Meningkatnya 

Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Jawa Timur Tahun 2022 Vol.2, no. 1 (2023), 

https://doi.org/https://doi.org/10.29240/berasan.v2i1.6797". 

 
24

Arifuddin M. Arif, ―Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi 

Pendidikan,‖ Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial 1, no. 2 (2020): 1–14.  

 
25

Fithriatus Shalihah, Sosiologi Hukum, ke 1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 3. 
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2. Menurut Satjipto Rahardjo, sosiologi hukum adalah studi tentang pola-

pola tingkah laku sosial dalam masyarakat dalam kerangka hukum dan 

bagaimana struktur sosial masyarakat itu mempengaruhi dan 

dipengaruhi oleh hukum. 

3.  Hart : Sosiologi hukum adalah konsep hukum yang mengandung 

unsur kekuasaan, dengan fokus pada kewajiban tertentu yang tampak 

dalam gejala hukum dalam kehidupan bermasyarakat. 

 Dalam konteks ini, sosiologi hukum mengkaji hubungan antara 

hukum dan masyarakat, termasuk bagaimana hukum dipengaruhi oleh 

masyarakat dan memengaruhi fakta sosial tersebut. 

2. Objek dan Ruang Lingkup Sosiologi Hukum 

 Ruang lingkup sosiologi hukum mengacu pada posisi dan 

kedudukan disiplin ini dalam kerangka ilmu pengetahuan, yang 

menentukan batasan dan fokus kajian sosiologi hukum. Dalam 

memahami lingkup dan kedudukan sosiologi hukum dalam berbagai 

disiplin ilmu, penting untuk menekankan bahwa sosiologi hukum adalah 

cabang ilmu yang secara khusus mempelajari dinamika kenyataan sosial 

dan hubungannya dengan sistem hukum. Cabang ini mencakup dua aspek 

utama, yaitu disiplin analitis yang berfokus pada pengkajian fakta sosial, 

dan disiplin hukum (preskriptif) yang berorientasi pada norma dan aturan 

yang seharusnya berlaku.
26

 Menurut Soerjono Soekanto ruang lingkup 

sosiologi hukum terbagi menjadi dua yaitu : 

                                                 
26

Nur Paikah, Sosiologi Hukum, (Sulawesi Selatan: Cendikiawan Indonesia Timur, 2023), 

hlm 21. 
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1. Salah satu yang pertama adalah landasan sosial hukum. Misalnya 

hukum keluarga Indonesia, pembahasannya, dan  

2. Bagaimana peraturan perundang-undangan mempengaruhi proses 

sosial lainnya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan yang Dikaitkan dengan Peristiwa Rumah Tangga, 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Narkotika yang 

Dikaitkan dengan Konsumsi Narkotika dan Peristiwa yang Berkaitan 

dengan itu, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta yang Dikaitkan dengan Peristiwa Budaya, dan Undang-

Undang tentang Pemilihan Presiden yang Dikaitkan dengan Kegiatan 

Politik. 

 Sejak abad ke-19, para ahli sosiologi dan hukum telah berupaya 

menetapkan batasan tertentu terhadap ruang lingkup sosiologi hukum. 

Pembatasan ini didasarkan pada keterkaitan sosiologi hukum dengan 

ilmu-ilmu lain yang mempelajari perilaku manusia, sebagaimana 

dijelaskan sebelumnya.
27

  

 Termasuk dalam ranah teori hukum empiris, sosiologi hukum 

menjelaskan hukum dengan menghubungkannya dengan realitas sosial, 

termasuk konteks historis dan sosial. Metode ini didasarkan pada 

pengamatan terhadap realitas atau kebenaran yang sudah ada. Karena 

teori-teori ini memberikan penjelasan dalam konteks yang lebih luas 

                                                 
27

 Ibid., hlm. 22-23. 
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daripada penjelasan teknis semata, teori-teori dalam sosiologi hukum 

bersifat komprehensif.
28

 

 Memahami ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berkonsentrasi pada kejadian tertentu bukanlah satu-satunya aspek dalam 

mempelajari hukum. pada substansi hukum seperti ketentuan yang diatur 

dalam pasal demi pasal. Kajian hukum juga harus mencakup analisis 

tentang penerapan hukum tersebut dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

konteks ini, beberapa faktor penting perlu diperhatikan, yaitu: 

a. Apa sebab hukum dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat; 

b. Apa sebab hukum tidak diketahui dan dipahami oleh masyarakat; 

c. Apa sebab hukum tidak dapat dilaksanakan/ditegakkan oleh aparat 

penegak hukum; 

d. Apa sebab hukum tidak dipatuhi oleh masyarakat; 

e. Apa sebab hukum kehilangan kewibawaan; 

f. Apa akibat jika dalam suatu masyarakat tidak ada hukum; 

g. Apa akibat yang terjadi jika hukum tidak dapat ditegakkan; 

h. Apa akibat jika huku tidak dipatuhi oleh masyarakat; 

i. Bagaimana hubungan antara hukum dan kekuasaan; 

j. Bagaimana pengaruh hukum agama terhadap hukum nasional; 

k. Bagaimana pengaruh hukum adat terhadap hukum nasional; 

 Hal ini bertujuan untuk memahami hubungan antara hukum dan 

masyarakat, menganalisis bagaimana hukum berfungsi sebagai alat 

                                                 
28

 Satjipto Rahardjo, Sosiologi Hukum, cetakan ke (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 

hlm. 106. 
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pengendalian sosial, mengidentifikasi hambatan dalam penerapan 

hukum, serta mengevaluasi dampak hukum terhadap kehidupan sosial. 

3. Karakteristik Sosiologi Hukum 

 Sosiologi memiliki sejumlah karakteristik yang berperan dalam 

mendukung fungsi sosiologi hukum sebagai ilmu yang bertujuan untuk 

mengatasi berbagai masalah dalam masyarakat, yaitu:
29 

a) Sosiologi hukum ingin menyampaikan gambaran yang jelas dan 

akurat tentang praktik hukum di masyarakat agar dapat memahami 

bagaimana hukum diterapkan dan dipraktikkan dalam lingkungan 

sosial. Temuan studi sosiologi hukum ini dapat menjadi bahan 

pertimbangan ketika membuat undang-undang yang lebih 

mencerminkan tuntutan dan realitas sosial ekonomi masyarakat. 

b) Studi sosiologi hukum bertujuan untuk memahami alasan praktik 

hukum, variabel yang memengaruhi praktik hukum, sumber faktor-

faktor tersebut, dan topik terkait lainnya. 

c) Sosiologi hukum secara terus-menerus melakukan evaluasi dan 

pengujian terhadap validitas dan kesahihan aturan-aturan hukum, 

sehingga dapat memprediksi sejauh mana hukum tersebut sesuai atau 

tidak sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat 

tertentu. Pengujian ini menggunakan pendekatan sosiologi untuk 

melihat keabsahan suatu aturan dengan demikian akan mampu 

                                                 
29

Supeno, Sosilogi Hukum Dalam Pendekatan Konsep Dan Teori (Yogyakarta: 

Deepublish, 2024), hlm 16-17. 
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memberikan sumbangan pemikiran karakter hukum yang bagaimana 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

d) Studi hukum bukanlah fokus sosiologi hukum, dan tidak pula 

mengutamakan salah satu di antara keduanya. Fokus utama sosiologi 

hukum adalah menjelaskan subjek studi, yaitu masyarakat sebagai 

pihak yang memanfaatkan dan melaksanakan hukum. Artinya, 

sosiologi hukum tidak mengubah isi peraturan perundang-undangan 

yang bersangkutan. 

4. Hukum Sebagai Rekayasa Sosial 

 Sarjana hukum ternama Roscoe Pound menciptakan ide baru 

tentang bagaimana hukum dapat digunakan untuk mewujudkan 

perubahan sosial yang diinginkan. Ide ini akhirnya dijuluki ―hukum 

sebagai alat rekayasa sosial." Pound berpendapat bahwa hukum dapat 

digunakan untuk membangun masyarakat selain menegakkan otoritas.
30

 

menekankan bagaimana hukum dapat digunakan untuk menyeimbangkan 

dan membawa harmoni ke dalam masyarakat sambil secara bersamaan 

memenuhi tuntutan dan kepentingan masyarakat yang sedang 

berkembang. Roscoe Pound, salah satu pemikir hukum paling terkenal di 

dunia, terkenal karena pemikirannya sering menjadi bahan perdebatan 

mendalam dalam komunitas akademisi hukum. Dalam mazhab 

yurisprudensi sosiologi, ia juga dianggap sebagai tokoh terkemuka. 

Dalam konteks gagasan bahwa "hukum adalah alat rekayasa sosial," 

                                                 
30

 Lili Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat Hukum (Bandung: Citra Aditya, 1990), hlm. 47. 
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Roscoe Pound membedakan dan membagi kepentingan yang 

membutuhkan perlindungan hukum ke dalam sejumlah kelompok, 

termasuk:
31

 

1. Kepentingan Umum: Tuntutan masyarakat yang muncul dari aktivitas 

politik, di mana setiap orang menggunakan sumber daya atau fasilitas 

yang disediakan untuk kepentingan umum dan memiliki kewajiban 

terhadap orang lain. 

2. Kepentingan Sosial (Social Interest): Kebutuhan yang muncul dalam 

kehidupan sosial, yang mencakup pemenuhan kebutuhan masyarakat 

secara keseluruhan agar masyarakat dapat berfungsi dengan baik dan 

stabil. 

3. Kepentingan Pribadi (Individual Interest): Klaim atau tuntutan 

individu yang mencakup kebutuhan pribadi, hubungan domestik atau 

rumah tangga, serta kepentingan substantif lainnya yang berasal dari 

kehidupan individu. 

 Gagasan rekayasa sosial mengharuskan para hakim dan 

profesional hukum untuk memahami dan menjalankan hukum dengan 

lebih adaptif dan fleksibel. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, 

beradaptasi dengan perubahan cepat dalam masyarakat, dan mengurangi 

kemungkinan konflik sosial, hukum dapat menjadi instrumen yang 

berguna. Dalam pengertian ini, "kepentingan" didefinisikan oleh Roscoe 

Pound sebagai harapan, kebutuhan, keinginan, dan tuntutan masyarakat. 

                                                 
31

 Ibid, hlm. 8. 
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Para hakim dan profesional hukum dapat menyelesaikan masalah atau 

konfrontasi dalam masyarakat dengan menggunakan gagasan rekayasa 

sosial untuk mencapai keseimbangan yang damai.
32

 

 Dalam hal ini, hukum memiliki peran yang penting dalam 

memenuhi kebutuhan manusia secara menyeluruh. Hukum tidak 

seharusnya hanya dipahami sebagai sesuatu yang kaku (rigid) atau 

sebatas kumpulan aturan dan undang-undang yang tertulis, tetapi juga 

sebagai instrumen yang mampu beradaptasi dan hadir untuk melayani 

kepentingan serta menciptakan keadilan bagi manusia. Lebih dari itu, 

hukum harus menjadi alat yang dinamis, mampu merespons perubahan 

sosial, dan memberikan perlindungan yang adil bagi semua lapisan 

masyarakat. Dengan demikian, keberadaan hukum tidak hanya menjaga 

keteraturan, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu merasakan 

keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. 

 

G. Metode Penelitian 

Dalam rangka memperkuat validitas dan reliabilitas hasil penelitian, penulis 

membagi metode penelitian menjadi enam komponen penting yang akan 

dibahas secara mendalam khususnya jenis penelitian, karakternya, 

metodologinya, sumbernya, metode pengumpulannya, dan metode 

analisisnya. 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
32

 Ibid, hlm, 9. 
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Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan 

yang mendalam dan komprehensif tentang fenomena permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Untuk memberikan 

gambaran yang menyeluruh dan jelas tentang permohonan dispensasi 

nikah di wilayah tersebut, penulis dapat menyelidiki dan mengumpulkan 

fakta-fakta yang tepat dan relevan tentang fenomena tersebut melalui 

penelitian lapangan. 

2. Sifat Penelitian 

Tujuan khusus dan tidak memihak dari penelitian deskriptif analitis 

ini adalah untuk mengidentifikasi dan menjelaskan fenomena permohonan 

dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman. Dalam penelitian ini akan 

dipaparkan data-data mengenai permohonan dispensasi nikah, meliputi 

jumlah permohonan, kriteria yang menjadi pertimbangan hakim dalam 

memutus, dan variabel-variabel yang mempengaruhi peningkatan 

permohonan dispensasi nikah. Untuk mendapatkan solusi yang tuntas 

terhadap permasalahan yang diteliti, maka hasil temuan uraian tersebut 

juga akan dikaji dengan menggunakan teori-teori terkait dan pedoman 

umum. 

3. Pendekatan Penelitian 

Metodologi penelitian ini adalah yuridis empiris. Landasan pokok 

bahasan ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian lapangan (studi 

primer) dan penelitian kepustakaan (studi sekunder) merupakan dua 

metodologi yang membentuk penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian 
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ini terlebih dahulu dilakukan dengan cara meneliti data sekunder dan 

sumber pustaka yang relevan dengan pokok bahasan dispensasi 

perkawinan. Setelah itu, dilakukan penelitian primer di lapangan untuk 

memperoleh data primer yang lebih rinci dan tepat mengenai dispensasi 

perkawinan.
33

 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini. 

a. Sumber Data Primer 

Pengumpulan data langsung dari lapangan merupakan data 

primer penelitian ini yang selanjutnya ditelaah secara mendalam. 

Berkas putusan dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman yang 

merupakan catatan resmi dan hasil wawancara dengan orang-orang 

yang memiliki keahlian dan pengalaman dispensasi nikah menjadi 

sumber data utama. Selanjutnya, data utama ini ditelaah untuk 

mendapatkan informasi yang tepat dan menyeluruh mengenai fenomena 

dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman.
 34

 Hakim Pengadilan 

Agama Sleman, asisten psikolog, dan tokoh masyarakat, khususnya 

kepala KUA Gamping, menjadi narasumber penelitian. 

 

 

                                                 
33

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normative (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2004),  hlm.23-24. 

 
34

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2021). 
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b. Sumber Data Sekunder 

Definisi paling sederhana dari sumber data sekunder adalah data 

yang telah diperoleh dalam bentuk yang lengkap. Dengan kata lain, data 

sekunder adalah informasi yang dapat ditangani oleh orang lain dan 

dipublikasikan.
35

Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi 

tesis, buku, jurnal, publikasi ilmiah, dokumen pemerintah, internet, dan 

materi relevan apa pun tentang subjek penelitian. Selain itu dalam 

penelitian ini, sumber data sekunder yang digunakan meliputi beberapa 

peraturan perundang-undangan yang relevan, yaitu: Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Peraturan Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman 

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, serta Kompilasi Hukum 

Islam. Data sekunder ini digunakan untuk memperoleh informasi yang 

akurat dan relevan tentang dispensasi kawin, serta untuk memahami 

kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Nana Sudjana mendefinisikan observasi sebagai suatu teknik 

pengumpulan data yang melibatkan pengamatan dan dokumentasi 

metodis terhadap kejadian atau gejala yang diteliti. Observasi ini 

memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan informasi tentang 

                                                 
35

Ibid.  
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keadaan, tindakan, atau prosedur yang terjadi pada objek sasaran 

penelitian. 

b. Wawancara 

Responden yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu akan 

diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan data yang tepat dan 

relevan. Responden diharapkan dapat memberikan jawaban yang jelas, 

akurat, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan, karena 

pertanyaan yang diajukan disesuaikan dengan pokok bahasan dan 

tujuan penelitian. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa 

narasumber terkait untuk mendapatkan informasi tentang dispensasi 

nikah di Pengadilan Agama Sleman. Narasumber yang dimaksud adalah 

asisten psikolog Pengadilan Agama Sleman dan hakim yang menangani 

perkara dispensasi nikah. yang memiliki pengetahuan tentang aspek 

psikologis dispensasi nikah, dan kepala KUA Gamping yang memiliki 

pengetahuan tentang keadaan sosial budaya masyarakat terkait 

dispensasi nikah. 

c. Dokumentasi 

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian, penulis akan 

mengumpulkan dan menghimpun berbagai jenis data dan informasi 

yang relevan, termasuk dokumen resmi seperti putusan pengadilan, 

catatan-catatan, rekaman, foto, dan sumber-sumber lainnya yang dapat 

membantu memperkaya pemahaman dan analisis tentang fenomena 

yang diteliti. 
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6. Analisis Data 

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan mengolah dan 

menggabungkan informasi hasil wawancara informan dengan data 

sekunder dari sumber lain, termasuk studi kasus dispensasi perkawinan, 

literatur ilmiah (buku, artikel, jurnal, majalah), dan sumber lain yang 

relevan. Dengan demikian, analisis data dapat dilakukan secara 

menyeluruh dan mendalam agar dapat memahami fenomena yang diteliti 

secara tepat.  

 

H. Sistematika Pembahasan 

Agar proposal tesis ini lebih mudah dipahami dan diperdebatkan, 

penulis telah membuat metode diskusi yang logis dan sistematis. Karya ini 

disusun menjadi lima bab yang saling terkait, yang masing-masing dibagi lagi 

menjadi sejumlah subbab yang lebih terfokus. Tujuan dari sistem diskusi ini 

adalah untuk memberikan ringkasan yang jelas dan menyeluruh dari 

penelitian yang telah dilakukan. 

Awal penelitian ini ada di bab Pendahuluan. Delapan subbab 

membentuk bab ini, yang mencakup latar belakang masalah, rumusan, tujuan, 

dan keuntungan, tinjauan pustaka, kerangka teori, teknik penelitian, dan 

sistem diskusi. Dengan demikian, bab ini bertindak sebagai pengantar dan 

memberikan ringkasan dari penelitian yang akan dilakukan, yang 

memungkinkan pemahaman dan perdebatan yang lebih mendalam. 
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Tinjauan Umum Perkawinan dan Dispensasi Perkawinan, bab kedua, 

mencakup gagasan mendasar tentang perkawinan dan dispensasi perkawinan. 

Bab ini dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil yang memberikan 

penjelasan tentang konsep perkawinan, pilar dan ketentuannya, dan usia 

perkawinan yang sah. Definisi dispensasi nikah dan tata cara pengajuannya 

juga dibahas dalam bab ini. Oleh karena itu, bab ini memberikan tinjauan 

umum tentang perkawinan dan dispensasi nikah, yang mencakup gagasan-

gagasan mendasar yang akan dibahas lebih rinci dalam bab-bab berikutnya. 

Pengadilan Agama Sleman diulas secara umum pada bab ketiga, yang 

diawali dengan sejarah, lokasi, dan rincian lainnya. Kemudian dilanjutkan 

dengan peta pengajuan, statistik kasus dasar, dan alasan mengapa dispensasi 

nikah terjadi di Pengadilan Agama Sleman. 

Analisis data, bab keempat, mengkaji temuan pengumpulan data kasus 

dispensasi nikah Pengadilan Agama Sleman tahun 2020–2022. Setelah itu, 

data dikaji dari perspektif sosiologi hukum untuk menjawab tantangan yang 

telah dirumuskan. Fenomena dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman 

dibahas secara mendalam dalam penelitian ini untuk memberikan tanggapan 

yang mendalam terhadap isu penelitian.  

Bab kelima, yang berbentuk debat penutup, menawarkan penilaian 

atas solusi dari isu utama serta rekomendasi dan penutup. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Selanjutnya peneliti akan menyampaikan hasil temuan akhir penelitiannya 

yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan 

pada bab-bab sebelumnya.: 

1. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman meningkat 

signifikan dalam tiga tahun terakhir, menjadikannya wilayah dengan kasus 

tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari 764 perkara yang diajukan, 

mayoritas disebabkan oleh usia yang belum memenuhi syarat legal. 

Disparitas angka antarwilayah mencerminkan perbedaan dalam kondisi 

sosial, pendidikan, dan kesadaran hukum masyarakat, yang berkontribusi 

pada tingginya angka pernikahan dini di Sleman. 

Faktor utama yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi nikah di 

Sleman adalah kehamilan di luar nikah, diikuti oleh alasan untuk 

menghindari perbuatan zina, dan kasus di mana anak perempuan telah 

melahirkan. Hal ini menunjukkan pengaruh besar norma sosial dan agama 

dalam pengambilan keputusan untuk menikah, meskipun usia legal 

pernikahan telah diatur. Situasi ini menegaskan perlunya edukasi yang 

lebih baik mengenai perencanaan keluarga, pentingnya nilai pendidikan, 

serta pengawasan orang tua terhadap aktivitas anak untuk mencegah 

terjadinya pernikahan dini. Edukasi yang efektif dapat menjadi solusi 
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untuk menurunkan angka pengajuan dispensasi nikah sekaligus 

meningkatkan kualitas kehidupan generasi mendatang. Pengajuan 

permohonan dispensasi dapat ditolak oleh Hakim ketika para pemohon 

tidak dapat membuktikan apa yang mereka ajukan. 

2. Pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sleman dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal yang kompleks. Faktor internal 

mencakup kurangnya pendidikan agama yang efektif, rendahnya tingkat 

pendidikan, serta disfungsi keluarga, terutama dalam keluarga broken 

home. Pendidikan agama yang tidak maksimal menyebabkan rendahnya 

pemahaman remaja terhadap nilai moral dan konsekuensi pernikahan dini. 

Selain itu, minimnya perhatian dan komunikasi dalam keluarga sering 

mendorong remaja untuk menikah di usia dini sebagai solusi atas 

permasalahan mereka. Program edukasi seperti BRUS menjadi langkah 

strategis dalam menekan angka pernikahan dini, namun implementasinya 

masih perlu diperluas. 

Faktor eksternal, seperti lingkungan sosial dan media sosial, juga 

berkontribusi terhadap tingginya angka dispensasi nikah. Kurangnya 

pengawasan dalam pergaulan remaja meningkatkan risiko perilaku negatif, 

termasuk hubungan pra-nikah dan kehamilan di luar nikah. Media sosial, 

meskipun bermanfaat, sering kali menyajikan konten dewasa yang dapat 

diakses bebas oleh remaja tanpa pengawasan orang tua. Oleh karena itu, 

diperlukan pendekatan holistik berupa penguatan kontrol sosial, 

pembatasan akses terhadap konten tidak pantas, serta peningkatan 
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pendidikan agama dan nilai moral guna menciptakan generasi yang lebih 

bertanggung jawab dan siap menghadapi kehidupan dewasa. 

3. Faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pemberian dispensasi nikah di 

Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020-2022 mencerminkan adanya 

kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial masyarakat. 

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah menaikkan batas 

usia minimal pernikahan menjadi 19 tahun, jumlah permohonan dispensasi 

nikah tetap tinggi akibat berbagai faktor seperti minimnya pengetahuan 

agama, disfungsi keluarga, pendidikan yang rendah, kondisi sosial, serta 

pengaruh media sosial. 

Keterbatasan pemahaman hukum serta norma sosial yang masih 

menganggap pernikahan sebagai solusi utama untuk permasalahan remaja, 

seperti kehamilan di luar nikah atau ketidakstabilan ekonomi, 

menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya berhasil dalam mengubah 

pola pikir masyarakat. Dalam konteks social engineering, hal ini 

mengindikasikan bahwa upaya rekayasa sosial melalui regulasi hukum 

perlu diimbangi dengan kebijakan sosial yang lebih efektif untuk 

mengatasi akar permasalahan.  

Dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah, Hakim  

mempertimbangkan kepentingan individu dan konteks sosial yang lebih 

luas, serta mementingkan keselamatan dan kepentingan masyarakat. Hal 

ini sejalan dengan asas Salus Populi Suprema Lex, yang menegaskan 

bahwa keselamatan masyarakat adalah hukum tertinggi. 
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B. Saran 

1. Edukasi hukum tentang batas usia nikah sebagaimana diatur dalam UU 

No. 16 Tahun 2019 perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan. 

Edukasi ini dapat mencakup penyuluhan langsung kepada masyarakat, 

penyebaran informasi melalui media, dan integrasi materi hukum dalam 

kurikulum pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat tentang dampak negatif pernikahan dini dan 

pentingnya menaati peraturan hukum.  

2.  Melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti tokoh agama, tokoh adat, 

dan pemerintah daerah, sangat penting dalam menyelaraskan hukum 

formal dengan norma sosial. Partisipasi mereka dapat membantu 

membangun pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan 

hukum, sehingga tercipta sinergi antara aturan hukum dan budaya lokal. 

Diskusi publik, forum komunitas, dan kegiatan sosial berbasis masyarakat 

dapat menjadi sarana efektif untuk mendorong dialog konstruktif.  
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